BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2007

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat, perlu adanya peran aktif Pemerintah Daerah
dalam peningkatan permodalan usaha dengan jalan menambah nilai
penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga;

. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor
4812);



Menetapkan :

17.

18.
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21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4
Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010
Nomor 2/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2007 Nomor 13/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 14/E) sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 8/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak
Ketiga sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2011 diubah sebagai
berikut:

1.

Pasal 3 angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.;
2. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur;
3. Kelompok Peternak;



Badan Usaha Penggilingan Padi;
Kelompok Tani;

Koperasi;

Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
Industri Kecil dan Menengah (IKM);
Pedagang Kaki Lima (PKL).

0 O N O Uk

. Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Besarnya dana investasi kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 sebesar Rp78.964.029.250,00 (tujuh puluh delapan
milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua puluh sembilan
ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(2) Dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Banyuwangi dan cadangan umum vyang dikonversikan, dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp57.412.000.000,00 (lima
puluh tujuh milyar empat ratus dua belas juta rupiah).

b. Pada Tahun Anggaran 2012 penyertaan modal kepada PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur ada  tambahan
Rp16.552.029.250,00 (enam belas milyar lima ratus lima puluh
dua juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
yang berasal dari cadangan umum yang dikonversikan.

c. Pada Tahun Anggaran 2013 penyertaan modal kepada PT. Bank
Perkreditan Rakyat Jawa Timur ada tambahan
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Banyuwangi.

. Pasal 5 huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di bedakan menjadi 2

(dua) jenis, yaitu:

a. Investasi Permanen, berupa Penyertaan Modal diberikan kepada:

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebesar Rp62.
614.029.250,00 (enam puluh dua milyar enam ratus empat belas
juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).



